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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan desa, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 19
Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen perlu
disempurnakan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Sragen;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor
20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor
66).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SRAGEN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor
19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 19), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa, berpedoman pada besaran ADD
yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya.

(2) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pada Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.



(3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala
Desa dan/atau Perangkat Desa, maka ADD yang
dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa yang kosong tersebut
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan desa, pembinaan dan/atau
pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Contoh perhitungan penghasilan tetap untuk
masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan
karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan, tidak mendapatkan  jasa
pengabdian dari Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Diundangkan di Sragen
pada tanggal - §-30¢

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
Ak
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 33



